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ABSTRAK

Ketika dilaksanakannya sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman
perlahan dilembagakan dan diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara rakyat dan
penguasa dikenal dengan istilah Wilayah al-Mazalim. Pada masa setelahnya,
Negara Indonesia turut mewujudkan adanya peradilan administrasi yang dikenal
dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam mewujudkan fungsi
kontrol yuridisnya, Wilayah al-Mazalim dan PTUN memiliki batasan kompetensi
dan kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum negaranya masing-masing.

Penelitian ini mencari bagaimana kedudukan dan kompetensi lembaga
peradilan administrasi negara, baik yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim maupun
PTUN di Indonesia; serta persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi di
antara kedua lembaga peradilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
metode analisis data deduktif-komparatif, berupa penelitian pustaka dengan rujukan
primer buku Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah serta peraturan
perundang-undangan seputar PTUN di Indonesia, yakni UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Diperoleh hasil bahwa kedudukan Wilayah al-Mazalim dapat dipimpin
langsung oleh khalifah, diwakilkan atau kombinasi dari keduanya. Objek
sengketanya ialah kesewenang-wenangan (al-Zu/mu) dalam arti luas, yakni
penyimpangan dari pejabat, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau
pengaruh, baik berupa tindakan maupun kebijakan, mencakup perkara administrasi
negara, beberapa perkara pidana, perkara kemaslahatan umum, perkara hak uji
materiil hingga perkara pemberhentian kepala negara. Kedudukan PTUN berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik secara organisasi, administrasi dan
finansial. Objek sengketa dari PTUN terbatas kepada Keputusan TUN sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah diperluas dalam
Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Persamaannya, keduanya merupakan lembaga
peradilan dalam sistem hukum negaranya masing-masing yang berwenang
menyelesaikan sengketa antara penguasa dan rakyatnya. Perbedaannya, Wil ayah al-
Mazalim secara struktural berpotensi memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dibanding badan peradilan lainnya, sedangkan kedudukan PTUN berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung. Wilayah al-Mazalim memiliki kompetensi absolut
yang sangat luas, mencakup keseluruhan perkara administrasi negara, sedangkan
kompetensi absolut PTUN setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 masih
menyisakan “ruang hampa” dalam perkara administrasi negara yang belum bisa
disentuh oleh lembaga peradilan manapun. Ketidaktepatan kedudukan dan
pembatasan kompetensi PTUN di Indonesia mengakibatkan fungsi penegakan
keadilan melalui sistem PTUN menjadi sulit diwujudkan.

Kata Kunci: Mazhalim, Peradilan, Pemerintahan Islam, Kedudukan,
Kompetensi, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987,
tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ b be
= Ta’ t te
< Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J je
z Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
C Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
B Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es




o Syin sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
L 7a z zet (dengan titik di bawah)
i ‘Ain i koma terbalik di atas

¢ Gain g ge

- Fa’ f ef

a Qaf q qi

4 Kaf k ka

J Lam | el

e Mim m em

O Nun n en

s Wawu w w

> Ha’ h ha

s Hamzah apostrof

¢ Ya’ y ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

‘iddah

ditulis

muta’aqgqidin




C. Ta’ marbiutah
1. Bila dimatikan ditulis “h”

L ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al”

serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

BEPNERES ditulis karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis “h”
Dkl B8 ditulis zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a

Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah + alif — contoh: 4lals ditulis a — jahiliyyah
fathah + alif — contoh: 2w ditulis a—yas’a
kasrah + ya’ mati — contoh: ~_S ditulis 1 — karim
dammah + wawu mati— = 2 ditulis 0 — furtad

Xi



F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati — contoh: ~Sin ditulis ai — bainakum

fathah + wawu mati — contoh: Js# ditulis au — qaulun

G. Huruf Sandang “J\”’
Kata sandang “J” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda

penghubung , baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun

syamsiyyah; contoh:

plal) ditulis al-galamu

el ditulis al-syamsu

H. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis

dengan huruf kapital; contoh:

sy ¥l azaalag ditulis wa ma Muhammadun illa

rasul

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara konsekuensi dari terbentuknya suatu kelompok masyarakat ialah
diperlukannya hukum yang mengatur mereka dan hakim yang akan
menegakkannya. Pada awal perkembangan hidup manusia, pihak yang paling
kuatlah yang memerintah dan menegakkan hukum atas rakyat lainnya. Tidak jarang
perselisinan diselesaikan melalui adu kekuatan dan senjata. Tata kelola hukum dan
pemerintahan semakin teratur seiring berkembangnya peradaban manusia.
Menjelang datangnya Islam misalnya, dalam berperkara dikenal bentuk
penyelesaian damai dengan mengangkat Hakam (juru damai-juru pisah).*

Ketika dilaksanakannya sistem pemerintahan Islam di Madinah, Muhammad
ibn Abdullah tampil sebagai Qadi yang menggantikan posisi Hakam. Kekuasaan
kehakiman kemudian dilembagakan dan diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan
fungsinya seiring kasus posisi yang semakin beragam termasuk hubungan antara
rakyat dan penguasa. Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa
perkara tersebut dikenal dengan istilah Wilayah al-Mazalim.? la berfungsi untuk
membela hak-hak rakyat yang dizalimi oleh pejabat atau keluarganya, mulai dari

pejabat tertinggi hingga pejabat terendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab ke
Peradilan Agama di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. xvi.

2 Dalam beberapa referensi disebut dengan istilah lain, terdapat perbedaan arti namun
menunjuk kepada maksud yang sama. Di antaranya ialah, Qada al-Mazaim dan Mahkamah al-
Mazalim. Penjelasan seputar perbedaan arti dari istilah tersebut dijelaskan dalam bab berikutnya.



Penyelesaian kasus-kasus yang menjadi objek Wilayah al-Mazalim telah
dimulai sejak zaman Rasulullah saw., namun belum dibentuk lembaga khusus yang
menanganinya. Kasus yang terkenal adalah persengketaan antara Zubair bin
Awwam (salah seorang keluarga Nabi Muhammad saw.) dengan seorang lelaki dari
kalangan Ansar. Lembaga ini juga belum didirikan pada masa kekhalifahan para
al-Khulafa al-Rasyidun, walaupun beberapa kasus al-Mazalim disebutkan telah
muncul pada masa ini. Hal ini dikarenakan manusia masih memiliki moral yang
tinggi, sehingga kezhaliman pejabat/keluarganya terhadap rakyat jarang ditemukan.
Khalifah pertama yang menyediakan waktu secara khusus menangani kasus-kasus
al-Mazaim adalah Abdul Malik bin Marwan.®

Kedudukan pengadilan ini makin kuat di era pemerintahan Umar bin Abdul
Aziz. Semasa kekuasaan Umawiyah, peradilan al-Mazalim ini biasanya diketuai
oleh khalifah sendiri.* Selanjutnya ada beberapa khalifah yang juga menjalankan
peran dalam menangani kasus-kasus al-Mazalim, diantaranya ialah al-Mahdi, al-
Hadi, Harun al-Rasyid, al-Ma’mun, dan khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang
melakukannya adalah al-Muhtadi.®

Setelah itu eksistensi dari peradilan al-Mazalim tidak terlalu jelas disebutkan

dalam buku-buku sejarah peradilan Islam. Beberapa pernyataan yang dapat

3 Tgk. H. Helmi, “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi Komparatif
antara Lembaga al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia),” Jurnal Al-Mizan,
Vol. I(I) (2013), him. 71.

4 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul
Press, 1990), him. 39.

° Abu al-Hasan “Ali ibn Muhammad ibn Hab_lp al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, Al-Ahkam
al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-diniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 78.



membantu ialah menurut Tgk. Helmi Peradilan al-Mazalim masih tetap eksis
hingga runtuhnya dinasti Islam terakhir, yaitu dinasti Usmaniyyah di Turki pada
tahun 1924. Sejak saat itu, masing-masing negara memiliki kebijakan tersendiri
terhadap persoalan sejenis.® Menurut Zafir al-Qasimi, di beberapa negeri muslim
dijumpai kemiripan antara Wilayah al-Mazalim dengan apa yang disebut sebagai
peradilan administrasi saat ini, sebagaimana di Mesir disebut dengan Majlis al-
Daulah, di Lebanon dengan Majlis al-Syura, dan di Yordania dengan Mahkamah
al-‘Adl al-Ulya.’

Di benua Eropa muncul gagasan-gagasan dalam rangka membatasi
kesewenang-wenangan para penguasanya. Ada dua konsep besar yang berkembang
hingga saat ini, yaitu konsep rechtsstaat di Eropa kontinental dan konsep rule of
law di negara-negara Anglo Saxon. Terkait adanya lembaga peradilan administrasi
yang berdiri secara terpisah dan mandiri maka hanya konsep rechtsstaat yang
mewujudkannya. Namun secara formal, istilah negara hukum, rechtsstaat ataupun
rule of law pada dasarnya mempunyai arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan
absolut demi perlindungan hak asasi.®

Negara Indonesia sebagai negara yang banyak terpengaruh konsep rechtsstaat-

akibat penjajahan Belanda, turut mewujudkan adanya peradilan administrasi yang

® Tgk. H. Helmy, “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi Komparatif
antara Lembaga al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia),” Jurnal Al-Mizan,
Vol. I(I) (2013). him. 72.

7 Zafir al-Qasimi, Nizam al-Hukmi i al-Syari’ati wa al-Tarikhi al-Islami, (Beirut: Dar al-
Nafatisy, 1987), hlm. 555.

8 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-
unsurnya, (Jakarta: Ul Press, 1995), him. 33.



terpisah dan berdiri sendiri. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN). la berfungsi memberikan perlindungan (berdasarkan
keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari
keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan TUN yang
dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

Seiring perkembangannya, PTUN mengalami beberapa kendala dalam
mejalankan fungsinya. Di tahun 2016, PTUN tingkat pertama se-Indonesia menjadi
lingkungan peradilan yang paling sedikit menerima perkara dengan total perkara
yang masuk sebanyak 2.022 perkara dari total 3.838.152 perkara, atau setara dengan
0,05% perkara masuk tingkat pertama nasional.® Menurut Yos Johan Utama, terjadi
kegagalan sistemik, substansial dan prosedural pada sub-sub sistem dalam PTUN
di Indonesia’® mulai dari penerimaan perkaral!, penanganan perkara'? hingga

putusan dan pelaksanaan putusan.® Sistem PTUN juga menerima hambatan dari

% Pokja Laporan Tahunan MARI, Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik
Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017), him 86.

0 Yos Johan Utama, “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu
Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”, Jurnal
limu Hukum, Vol. 10 No. 1 (2007), him. 40-41.

11 Berupa ketidakjelasan makna beberapa istilah untuk menentukan perkara yang masuk
kompetensi PTUN, tenggang waktu pengajuan gugatan yang tidak akomodatif, ketidakefektifan
mekanisme penundaan KTUN yang disengketakan dan kegagalan mengupayakan sistem yang
berorientasi kepada penekanan waktu dan biaya berperkara.

12 Berupa tidak adanya instrumen sistem peradilan singkat, ketiadaan mekanisme
perdamaian, ketidakadilan dalam pengenaan sanksi, pembatasan nilai gantirugi dan kompensasi,
ketidaktajaman isi putusan, ketidakjelasan pengertian beberapa istilah hukum dalam mekanisme
pengelolaan perkara dan tugas juru sita

13 Berupa tidak adanya instrumen pemaksa serta ketiadaan sistem penyelesaian pelaksanaan
putusan PTUN apabila terjadi perubahan kondisi hukum setelah putusan dijatuhkan.



faktor-faktor eksternal.’* Menurut Priyatmanto Abdoellah, ruang lingkup
kompetensi absolut PTUN saat ini sangat terbatas. Pembatasan tersebut antara lain
mencakup: ruang lingkup objek sengketa TUN terbatas pada keputusan tertulis dan
objek sengketa intern, ruang lingkup subjek sengketa TUN terbatas pada subjek
sengketa ekstern serta kriteria tergugat yang tidak mencakup semua badan/pejabat
publik dan selain badan/pejabat publik yang melaksanakan urusan pemerintahan,
dan prosedur beracara dan hak-hak pencari keadilan seperti pembatasan tenggang
waktu gugatan, ganti rugi, kompensasi dan rehabilitasi.*

Adanya berbagai problem kepada akses ke keadilan tercermin dari rendahnya
perkara yang masuk. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
misalkan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap hukum dan/atau
faktor kekurangpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pengadilan. Namun
faktor-faktor tersebut bersifat abstrak sehingga perlu penelitian lanjutan. Faktor riil
yang dihadapi PTUN saat ini adalah ketidaktepatan kedudukan dan pembatasan
kompetensi oleh peraturan perundang-undangan. Kedua faktor tersebut dapat
menimbulkan kegagalan fungsi sistem PTUN dalam menjalankan perannya sebagai
akses ke keadilan. PTUN seharusnya dapat menciptakan produk putusan yang adil

dan memenuhi harapan pencari keadilan, sebagaimana tujuannya yang terungkap

dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986: “Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha

14 Berupa inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya terutama dengan
peradilan umum, beberapa prinsip/asas Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung, sistem
PTUN yang rentan terhadap perubahan struktur ketatanegaraan, dan sikap, pemahaman, persepsi
hukum dari pejabat TUN yang tidak/kurang menghormati keberadaan PTUN sebagai akses ke
keadilan.

15 Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan
Kompetensi Peradilan Administrasi Negara, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), him. 281.



Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari
keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha
Negara.”6

Upaya perbaikan terus dilakukan, setidaknya terlihat dari UU tentang PTUN
yang telah diubah hingga tiga kali perubahan serta diundangkannya UU tentang
Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materiil dari sistem PTUN.
Dalam wupaya perbaikannya, penyusun merasa tertarik untuk melakukan
perbandingan dengan lembaga peradilan administrasi negara lainnya, yaitu Wil ayah
al-Mazalim di dalam sistem pemerintahan Islam.

Wilayah al-Mazalim dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi yang
sama, yakni sebagai alat kontrol hukum terhadap aparatur penyelenggara
pemerintahan. Namun dalam mewujudkan fungsi kontrol yuridis tersebut, Wilayah
al-Mazalim dan PTUN di Indonesia memiliki kompetensi dan kedudukan yang
berbeda dalam sistem tata hukum negaranya yang mempengaruhi Kinerja kedua
lembaga dalam menjalankan fungsinya. Penyusun bermaksud untuk meneliti lebih
jauh lagi seputar persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi yang

dimiliki oleh kedua lembaga peradilan tersebut.

B. Pokok Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini ialah:

16 penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 bagian | alinea ke-11.



Bagaimana kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara,
baik yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim maupun Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) di Indonesia;

Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi lembaga
peradilan administrasi negara antara Wilayah al-Mazalim dan Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan
administrasi negara, baik yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim maupun
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia;

b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi
lembaga peradilan tata usaha negara antara Wilayah al-Mazalim dan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

Kegunaan

a. Kegunaan teoretis
1) Memberi kontribusi ilmu dan informasi terhadap khazanah ilmu

pengetahuan di bidang Peradilan Administrasi Negara;
2) Memberi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia, yakni melakukan perbandingan dengan

Lembaga Peradilan Administrasi Negara lainnya.



b. Kegunaan praktis
1) Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama
kajian IImu Hukum di bidang Peradilan Administrasi Negara;
2) Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat
melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum termuat dalam

penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Hingga disusunnya penelitian ini terdapat satu penelitian yang melakukan studi
perbandingan antara Wil ayah al-Mazalim dan PTUN di Indonesia, yaitu artikel Tgk.
H. Helmy dengan judul “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi
Komparatif antara Lembaga Al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di
Indonesia)”.}” Penelitian bersifat deskriptif-komparatif, dengan melakukan
perbandingan secara umum antara Lembaga al-Mazalim dan PTUN di Indonesia.
Secara praktis sistem PTUN tidak dapat berfungsi sebagaimana Lembaga al-
Mazalim. Hal ini dikarenakan terdapat peraturan perundang-undangan yang
memberikan pembatasan gerak dari PTUN sehingga kompetensinya tidak seluas
Lembaga al-Mazalim.

Penelitian lain ialah artikel Lomba Sultan dengan judul “Kekuasaan
Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”.!8 Artikel tersebut mengkaji

eksistensi kekuasaan kehakiman dalam Islam dan aspek-aspek yang dapat

17 Tgk. H. Helmy, “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam”.

18 Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia,”
Jurnal Al-Umm, Vol. 13 (2013).



diaplikasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disebutkan bahwasannya
pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan kehakiman terutama Wil ayah
al-AHisbah dan Wilayah al-Mazalim dapat ditegakkan dengan baik dan selaras
dengan rasa keadilan masyarakat. Kedua lembaga tersebut dapat diterapkan dalam
sistem hukum Indonesia melengkapi empat lembaga peradilan yang ada guna
mengatasi carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat terpenuhi sesuai
harapan masyarakat.

Terdapat pula penelitian yang membahas PTUN di Indonesia secara khusus.
Artikel Yos Johan Utama dengan judul “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha
Negara sebagai salah satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan
dalam Perkara Administrasi Negara”.’® Dijelaskan bahwa sub-sub sistem dalam
PTUN tidak memenuhi beberapa karakteristik utama yang mengakibatkan sistem
PTUN kurang mampu untuk menjalankan perannya sebagai akses ke keadilan.
PTUN mengalami malfungsi pada subsistem penerimaan perkara, pengelolaan
perkara, putusan, pelaksanaan putusan, dan diperparah dengan adanya faktor-faktor
eksternal yang kurang mendukung fungsi PTUN sebagai akses ke keadilan.

Skripsi Siti Zubaedah Agustina Lubis dengan judul “Peradilan Tata Usaha
Negara sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata

Negara”.?® Menjelaskan seputar kedudukan PTUN sebagai salah satu pelaksana

¥ Yos Johan Utama, “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu
Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”, Jurnal
llmu Hukum, Vol. 10 No. 1 (2007).

20 Siti Zubaedah Agustina Lubis, “Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” skripsi Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (2006).
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kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehaiman dilingkungan PTUN
dalam Undang-Undang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahamah Agung.
Disamping penelitian yang telah disebutkan, terdapat pula buku-buku yang
membahas seputar Wil ayah al-Mazalim atau PTUN secara terpisah yang dijadikan
sebagai referensi dalam penelitian ini. Dari penelaahan pustaka yang telah
dilakukan, penyusun melihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan objek dan
metodologi penelitian dengan artikel Tgk. H. Helmy. Akan tetapi dalam artikel
tersebut pembahasannya tidak secara spesifik membahas perbandingan kedudukan
dan kompetensi kedua lembaga. Artikel tersebut juga belum menjadikan peraturan
perundang-undangan terbaru berkaitan dengan administrasi negara sebagai salah

satu unsur pembahasannya.

E. Kerangka Teoretik
Dalam menganalisis kompetensi dan kedudukan Wilayah Al-Mazalim dan
PTUN di Indonesia, penyusun menggunakan dua teori sebagai berikut:
1. Konsep Nomokrasi Islam
Islam adalah agama yang sempurna, berupa kesatuan yang mencakup
ajaran-ajaran atas seluruh aspek kehidupan termasuk konsep negara. Dalam hal
ini, Azhary menjelaskan bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam

Islam ialah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi.?* Menurut KBBI, Teokrasi

2L Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
(Jakarta: Kencana, 2010), him. 86.



11

adalah cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan
langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum
Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.??

Predikat Teokrasi atau lembaga kekuasaan rohani lebih tepat dikaitkan
dengan, misalnya, negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan
Kota Vatikan saat ini. H.M. Rasyidi menjelaskan pengertian lembaga
kekuasaan rohani itu “adalah kerajaan Paus di mana para ahli agama
mendominir rakyat lainnya. Dalam Islam hal itu tidak ada. Bahkan hidup
sebagai pendeta yang tidak kawin juga bukan ajaran Islam”.% Islam tidak
mengenal hierarki kependetaan seperti dalam agama Katholik. Tidak
dimungkinkan sekelompok ahli agama dapat langsung berkuasa terhadap suatu
negara karena klaim dirinya sebagai “wakil tuhan”. Sebaliknya, Islam
mengajarkan persamaan hak antara penduduk, baik yang biasa maupun yang
ahli dalam hal agama, atau bahkan antara yang beragama Islam ataupun yang
bukan Islam.

Predikat negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam,
yaitu kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari
Allah.?* Seorang imam (khalifah) sebagaimana dijelaskan oleh al-Mawardi,

dalam beberapa fungsinya ialah mengatur urusan negara dan menggulirkan

22 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teokrasi akses 21 September 2017 pukul 19:22 WIB.

23 H. M. Rasjidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekularisme, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1977), him. 84.
24 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi, him. 87.
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kebijakan sesuai dengan syariat agama.? Walaupun dalam hal ini al-Mawardi
memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju
politik,2® akan tetapi hal ini dimaknai bahwa peran seorang pemimpin sebagai
“..pengganti  (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama...”?’
Keberlangsungan sistem pemerintahan didasarkan pada asas-asas dan kaidah-
kaidah hukum Islam (Syari’ah). Ia merupakan rule of Islamic law.?®

Menurut Azhary, Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang
memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: a. Prinsip kekuasaan sebagai
amanah; b. Prinsip musyawarah; c. Prinsip keadilan; d. Prinsip persamaan; e.
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia; f.
Prinsip peradilan bebas; g. Prinsip perdamaian; h. Prinsip kesejahteraan; i.
Prinsip ketaatan rakyat.?® Penyusun mengambil 2 (dua) prinsip yang terkait
dengan topik pembahasan dalam penelitian ini:
a. Prinsip persamaan

Prinsip ini dapat difahami antara lain dari ayat al-Qur’an:
oSa ST O 5 slail Jild g Ly gas Sk 5 il 5 S (2 pSLEIA U Gl Ll b

30 (13) e adde il ) £SWET 1 2

% Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, Al-
Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 3.
% Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, him. 63.
27 | bid.
28 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi, him. 88.
29 |bid., him. 85-86.

30 Al-Hujurat (49): 13.



2.

13

Berdasarkan prinsip ini, maka jaminan perlindungan hukum harus
diberikan kepada setiap warga negara tanpa memandang kedudukannya,
apakah ia kepala negara ataupun rakyat biasa, ataukah apakah ia memiliki
garis keturunan dengan penguasa ataukah tidak. Dalam Islam,
penyelenggara negara dilarang memperlakukan rakyat secara
diskriminatif.

b. Prinsip peradilan bebas.
Terkait hal ini al-Qur’an telah memberi garis hukum:
3L Jaally ) saSas o Gl G aileSa 13,
Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari campur
tangan siapapun termasuk kepentingan kepala negara sekalipun. Hukum
harus ditegakkan atas seluruh komponen rakyat. Termasuk dalam hal
kebebasan peradilan ini, serta didasarkan juga dengan prinsip persamaan,
ialah adanya kompetensi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada
penguasa yang terbukti melanggar hak rakyat atau meyalahgunakan
wewenangnya.
Konsep Negara Hukum
Ide Negara Hukum cukup populer dalam kehidupan bernegara dan telah
lama dicita-citakan oleh manusia. Ide ini lahir sebagai antitesis dari suatu
pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasanya (raja).
Maka sebagai suatu produk sejarah, pengertian dan hakikat dari negara hukum

yang ingin diwujudkan berbeda-beda di setiap zamannya.

31 Al-Nisa’ (4): 58.
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Gagasan Negara Hukum klasik pertama kali diperkenalkan oleh Plato
dalam karyanya Politea (The Republic), Politicos (The Stateman) dan Nomoi
(The Law). Dalam gagasan negara ideal Plato, penguasa yang memerintah
seharusnya memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebajikan
dan segala macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pemerintahan.3?
Kedudukan dan fungsi hukum dalam bernegara muncul dalam karyanya,
Nomoi (The Law). Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah
yang diatur oleh hukum.33

Ide tersebut dikembangkan oleh Aristoteles dalam bentuk negara Politea.
Dalam negara Politea, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa
agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan dan
kesejahteraan umum.3* Jika negara dijalankan berdasarkan hukum, penguasa
tidak akan dipengaruhi oleh keinginan atau nafsunya dan akan terhindar dari
godaan kesewenang-wenangan yang dapat muncul.

Aristoteles menjadi filusuf terakhir serta penutup diskursus mengenai ide
negara hukum klasik. Diskursus seputar negara hukum baru berlanjut pada
abad ke-17 dan 18 di Eropa Barat (Kontinental). Para ahli di Eropa Barat
menggunakan istilah Rechtsstaat dalam menjelaskan ide negara hukumnya.
Istilah Rechtsstaat sendiri berasal dari bahasa Jerman dan diperkenalkan oleh

Robert von Mohl. Gagasan terpenting dari konsep ini terletak pada kehendak

32 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), him. 13.

33 Azhary, Negara Hukum Indonesia, him. 20.

34 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, him. 18.
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untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut tanpa

ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol, sebagai akibat dari situasi sosial dan

politik pada saat itu. Pelopor ide negara hukum (rechtsstaat) formal ialah Julius

Stahl. Menurutnya, ada empat unsur negara hukum formal: a. Perlindungan

terhadap hak asasi manusia (HAM); b. Pemisahan kekuasaan; c. Setiap

tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; d.

Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri®®
Para ahli di negara-negara Anglo Saxon juga merumuskan konsep negara

hukumnya yaitu Rule of Law. Konsep ini muncul lebih dikarenakan adanya
reaksi dari keberadaan negara polis (polizei staat), yang menitikberatkan dan
bertumpu sepenuhnya pada faktor keamanan semata (Sallus Publica Suprema
lex dan Principe legibus solutus est).®® Tokoh yang terkenal dalam
perkembangan konsep ini adalah A.V. Dicey. Menurutnya, unsur-unsur rule of
law ialah sebagai berikut:

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya
kekuasaan sewenangwenang (absence of arbitrary power), dalam arti
bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Dalil
ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.®’

Negara Hukum Indonesia secara konsep tidak dapat dipersamakan dengan

konsep rechtsstaat maupun Rule of Law. Tetapi akibat penjajahan Belanda

% 1bid., him. 29.

% Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum
Indonesia,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 3 (2014) him. 366.

37 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar IImu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1993), him.58.
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yang menganut sistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum
dan sistem hukum di Indonesia turut terpengaruh oleh sistem hukum
kontinental (rechtsstaat) sebagaimana diungkapkan oleh Soetandyo
Wignjosoebroto:

Hukum  Kolonial bagaimanapun juga adalah hukum yang
mempertimbangkan substansinya secara formal masih berlaku, dan
sebagian besar kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif
Indonesia berdasarkan berbagai ketentuan peralihan. Perkembangan
hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kekuasaan kolonial sampai pun
ke masa-masa sesudahnya, adalah perkembangan yang bergerak ke arah
dan/ atau menurut pola-pola hukum Eropa, dan dalam hal ini hukum
Belanda. Memutus alur perkembangan ini, berarti memutus hubungan
tradisional sebagaimana pernah terkembang dalam sejarah antara
Indonesia dan Belanda yang sebenarnya juga ikut meliput berbagai aspek
yang sifatnya institusional, seperti misalnya peradilan dan pendidikannya
akan berarti memaksa Indonesia mengembangkan hukum nasionalnya
dengan beranjak dari awal lagi, dan menyia-nyiakan apa yang hingga Kini
telah tercapai.®

Oleh karena pengaruh tersebut, Negara Indonesia dalam tujuannya
mewujudkan suatu negara hukum juga membentuk pengadilan administrasi
negara sebagaimana yang dianut negara Eropa kontinental. Lembaga tersebut
dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibentuk
berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

38 Hendrik Salomon, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan
suatu Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Sasi, VVol. 16 No. 4 (2010), him. 18.
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Jenis penelitian ini ialah library research atau penelitan kepustakaan, yaitu
penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber
kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Secara deskriptif, penelitian
akan menggambarkan secara apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau
keadaan.® Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan
salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu
dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang
lain.° Legal institutions yang dimaksud ialah Wilayah Al-Mazadim dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis-normatif.
Pendekatan yuridis merujuk kepada satu ketentuan yaitu terpenuhi tuntutan
secara keilmuan khusus dengan ukuran yaitu apakah suatu permasalahan
hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak.** Adapun
pendekatan normatif dalam kegiatan analisisnya mempunyi sifat yang sangat
spesifik atau khusus, yakni yang dilihat adalah apakah syarat normatif dari

bangunan hukum itu sendiri sudah terpenuhi atau tidak.*? Dalam penelitian ini

39 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him. 234.

40 Johnny lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2012), him. 313.

41 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008), him. 89.

“2 1bid., him. 87.
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pendekatan normatif digunakan dalam mengkaji Wilayah Al-Mazalim,

sedangkan pendekatan yuridis untuk mengkaji PTUN di Indonesia.

4. Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deduktif-
komparatif. Metode deduktif adalah pola berfikir yang bertitik tolak dari
pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat
khusus.*®* Kemudian dilakukan analisis data secara komparatif guna
mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai
sasaran tertentu.** Dalam penelitian ini sasaran yang dimaksud ialah
mengetahui aspek kedudukan dan kompetensi dari kedua lembaga serta
persamaan dan perbedaan antara keduanya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:
a. Sumber Bahan Primer
Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

43 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2012), him. 40.

44 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), him.
172.
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3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

5) Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah Karya al-
Mawardi.

b. Sumber Bahan Sekunder
Data pendukung dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal,
skripsi dan tesis yang berhubungan dengan objek penelitian yakni Wil zyah

al-Mazalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi terdiri atas pendahuluan,
pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runut dan
sistematis. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian
dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran
umum dari permasalahan yang dikaji.

Bab 11 berisi tinjauan umum Wilayah al-Mazalim dalam sistem pemerintahan
Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan,
kedudukan dan kompetensi Wilayah al-Mazalim. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan seputar Wilayah al-Mazalim yang berkaitan dengan

pembahasan selanjutnya.
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Bab Il berisi tinjauan umum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di
Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah pembentukan dan
perkembangan, kedudukan dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar PTUN
di Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya.

Bab IV berisi analisis perbandingan kedudukan dan kompetensi Wilayah al-
Mazalim dan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi perbandingan kedudukan,
perbandingan kompetensi, serta analisis persamaan dan perbedaannya.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan untuk menjawab pokok masalah

serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uaian yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian,
diantaranya ialah:
1. Berkaitan dengan kedudukan dan kompetensi dari Wilayah al-Mazalim dan

PTUN di Indoneisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam hal kedudukan lembaga secara struktural, kedudukan Wil ayah al-
Mazalim bergantung kepada bagaimana kebijakan khalifah, apakah
dipimpin langsung oleh khalifah, diwakilkan kepada orang lain (baik itu
mengangkat gadi, atau dijabat oleh Qadi Qudat) atau kombinasi dari
keduanya. Adapun secara fungsional, Wilayah al-Mazalim lebih tinggi
dari Wilayah al-Qada dan Wilayah al-Hisbah dikarenakan memiliki
wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat
diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan lainnya.

b. Kompetensi Absolut Wilayah al-Mazalim tersusun dari unsur objek
sengketa dan subjek sengketa. Objek sengketa dari Wilayah al-Mazalim
ialah  kesewenang-wenangan (al-Zu/mu) secara umum, yakni
pelanggaran dan penyimpangan dari pejabat, atau orang-orang yang
memiliki kekuatan atau pengaruh, baik berupa tindakan maupun

kebijakan. Objek sengketanya mencakup perkara administrasi negara,

112
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beberapa perkara pidana, perkara kemaslahatan umum, perkara hak uji
materiil hingga perkara pemberhentian kepala negara. Sedangkan subjek
sengketa dari perkara al-Mazalim terdiri dari yaitu rakyat dan pejabat
pemerintahan, dimana keduanya dapat menjadi Penggugat atau
Tergugat. Dalam beberapa perkara Wilayah al-Mazalim tidak
membutuhkan adanya aduan/laporan. Penyusun kesulitan menemukan
informasi tentang kompetensi relatif lembaga ini.

Kedudukan PTUN di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung, baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Hal ini dapat
memberikan dampak kepada kewenangan dan pelaksanaan putusan dari
PTUN itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya PTUN juga tidak dapat
menyelesaikan perkara-perkara yang merupakan bagian dari kompetensi
absolut lembaga peradilan lainnya. Hal ini dikarenakan kedudukannya
yang sejajar dengan tiga badan peradilan lainnya sedangkan setiap badan
peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung telah memiliki
kompetensi absolutnya masing-masing.

Kompetensi Absolut PTUN di Indonesia tersusun dari unsur objek
sengketa dan subjek sengketa. Objek sengketa dari PTUN terbatas
kepada Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah diperluas dalam Pasal
87 UU No. 30 Tahun 2014. Objek sengketa dari PTUN juga mengalami
perluasan dengan adanya permohonan pengujian penyalahgunaan

wewenang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.
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Beberapa perluasan objek sengketa masih membutuhkan penjelasan
lebih rinci dalam pelaksanaannya. Adapun subjek sengketa di sistem
PTUN terdiri dari penggugat yakni orang atau badan hukum perdata,
serta tergugat yakni badan atau pejabat tata usaha negara. Kompetensi
relatif PTUN di Indonesia ialah pengadilan dengan daerah hukum
meliputi tempat kedudukan tergugat yang berwenang mengadili
sengketa TUN.

2. Berkaitan dengan kegiatan analisis persamaan dan perbedaan kedudukan
dan kompetensi dari Wilayah al-Mazalim dan PTUN di Indoneisa diperoleh
hasil sebagai berikut:

a. Ditinjau dari kedudukan kedua lembaga, maka secara struktural Wil ayah
al-Mazalim berpeluang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara
Wilayah al-Qada dan Wilayah al-Hisbah mengikuti kebijakan khalifah,
di posisi manakah ia akan meletakkan tugas ini. Sedangkan PTUN baik
secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Adapun secara fungsional, Wilayah al-Mazalim
memiliki wewenang yang lebih tinggi dari Wilayah al-Qada dan
Wilayah al-Hisbah bagaimanapun kedudukan strukturalnya. Hal ini
berbeda dengan PTUN yang tidak memiliki kewenangan menyelesaikan
perkara yang telah menjadi kompetensi absolut badan peradilan lainnya
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Persamaan dan perbedaan kompetensi kedua lembaga peradilan terbagi

dalam 2 pembahasan yakni objek dan subjek sengketa. Objek sengketa
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Wilayah al-Mazalim sangat luas, mencakup seluruh bentuk
kesewenang-wenangan  (a/-Zulmu). Dengan merujuk kepada
kewenangannya yang luas tersebut, hampir tidak ditemukan adanya
“ruang hampa” dan/atau grey area Dberkaitan dengan perkara
administrasi negara. Sedangkan objek sengketa di PTUN walaupun
telah mengalami perluasan, namun masih menyisakan “ruang hampa”
yang tidak dapat disentuh seluruh badan peradilan dan/atau grey area
yang menimbulkan potensi perkara ditolak oleh seluruh lembaga
peradilan. Adapun subjek sengketa hampir sama dengan Wilayah al-
Mazalim, dengan sedikit perbedaan dalam sistem PTUN yaitu badan
atau pejabat TUN tidak dapat menjadi pihak Penggugat, serta rakyat
tidak dapat menjadi pihak Tergugat. Penyusun kesulitan dalam
membandingkan kompetensi relatif kedua lembaga dikarenakan sulitnya

memperoleh penjelasan kompetensi relatif dari Wil ayah al-Mazalim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah

dipaparkan, penyusun memberikan saran diantaranya:

1.

Perluasan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya
tidak diperlukan manakala semua wilayah perbuatan pemerintah yang
dimungkinkan terjadi sengketa di dalamnya memiliki akses yang jelas
kepada peradilan (access to justice). Perlu adanya peraturan dalam sistem

PTUN di Indonesia yang memperjelas bagaimana alur memperoleh
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keadilan untuk beberapa aspek yang masih berada dalam “ruang hampa”
atau masih kabur (grey area), misalkan Perbuatan Hukum Intern (interne
rechtshandelingen), Perbuatan Hukum Privat (privaatrechtelijke
handelingen), Perbuatan Hukum Publik Bersegi Banyak (meerzijdige
publiekrechtelijke handelingen), sengketa kepegawaian PTN, dan
sebagainya.

Beberapa aspek dari sistem Wilayah al-Mazalim dapat menjadi masukan
dalam upaya perbaikan penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia,
diantaranya dalam aspek perluasan kompetensi absolut, penguatan
kedudukan badan peradilan, perluasan jenis vonis yang dapat dijatuhkan
oleh hakim, mekanisme ganti rugi, penyederhanaan prosedur beracara, dan
sebagainya.

Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah dan pihak
yang berwenang perihal perluasan kompetensi absolut PTUN pasca
diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Perluasan yang dimaksud diantaranya mengenai perluasan
makna KTUN dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, perluasan
kompetensi PTUN berupa pengujian penyalahgunaan wewenang
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014,
serta perubahan paradigma KTUN dimana sebelumnya bersifat fiktif
negatif menjadi fiktif positif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat

3 UU No. 30 Tahun 2014.
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LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB

No

Bab

Him

Footnote

Terjemah

12

30

Wahai  manusia!  Sungguh, Kami telah
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahateliti.

13

Sl

dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil

22

Wahai anakku, janganlah engaku menyekutukan
Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezhaliman yang besar.

22

Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang
yang membuat kebohongan terhadap Allah

22

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-
orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan
melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan)
kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang
pedih.

22

Dan barangsiapa yang dibunuh secara zhalim

22

Lalu diantara mereka ada yang menzhalimi diri
sendiri

22

10

Barangsiapa yang melakukan demikian, maka
dia telah menzhalimi dirinya sendiri

25

21

Dia (Zulkarnain) berkata, “Barangsiapa berbuat
zhalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan
dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian
Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat
keras.

10.

25

22

Lalu, orang-orang yang zhalim mengganti
perintah dengan (perintah lain) yang tidak
diperintahkan kepada mereka. Maka Kami
turunkan malapetaka dari langit kepada orang-
orang yang zalim itu karena mereka (selalu)
berbuat fasik.




11.

26

23

Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka
janganlah kamu menzhalimi dirimu dalam (bulan
yang empat) itu.

12.

26

24

Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak
atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim
(merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).

13.

26

25

Orang-orang yang beriman dan tidak
mencampuradukkan iman mereka dengan syirik,
mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa
aman dan mereka mendapat petunjuk.

14.

26

26

Wahai anakku, janganlah engaku menyekutukan
Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah)
adalah benar-benar kezhaliman yang besar.

15.

27

30

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin
‘Abdur Rahman bin Bahram ad-Darimi, telah
menceritakan kepada kami Marwan yaitu Ibnu
Muhammad ad-Dimasyqi, telah menceritakan
kepada kami Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz dari Rabi’ah
bin Yazid dari Abu Idris al-Khalwani dai Abu
Dzar dari Nabi Saw. dalam meriwayatkan fir,am
A;;ah Swt. yang berbunyi: Hai hamba-Ku,
sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku
untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu
pun Aku haramkan diantara kamu.

16.

28

31

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin
Maslamah bin Qan’ab, telah menceritakan
kepada kami Dawud yaitu lbnu Qais dari
‘Ubaidillah bin Migsam dari Jabir bin ‘Abdullah
bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Hindarilah
kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah
mendatangkan kegelapan pada hari kiamat

17.

28

32

Telah mengabarkan kepada kami Wahb bin
Bayan telah menceritakan kepada kami Ibnu
Wahb telah mengabarkan kepadaku ‘Amru bin
al-Harits dari Bukair bin ‘Abdullah dari ‘Ubaidah
bin Musafi’ dari Abu Sa’id al-Khudri, dia
berkata: Ketika Rasulullah Saw. membagi
sesuatu, datanglah seseorang mendesak-desak
beliau, lalu Rasulullah Saw. menusuknya dengan
dahan pohon kurma yang beliau bawa, lalu orang
itu keluar dan Rasulullah Saw. bersabda:
“Kemari dan balaslah.” Dia berkata “Aku sudah
maafkan wahai Rasulullah.”

18.

28

33

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin
Sa’id telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Sulaim dari ‘Abdullah bin Utsman bin Khutsaim
dari Abu az-Zubair dari Jabir dia berkata: Tatkala




rombongan Muhajirin yang menyebrangi lautan
kembali ... Rasulullah Saw. bersabda: Wanita
tua itu benar, wanita tua itu benar, bagaimana
mungkin Allah akan memberkati suatu kaum
dimana yang lemah tidak dibela oleh yang kuat!

19.

29

34

Telah menceritakan kepada kami Muhammad
bin ‘Abdur Rahim telah menceritakan kepada
kami Sa’id bin Sulaiman telah menceritakan
kepada kami ‘Ubaidilla bin Abi Bakr bin Anas,
dari Anas r.a. mengatakan, Rasulullah Saw.
bersabda: Tolonglah saudaramu baik ia zhalim
atau dizhalimi. Ada seorang laki-laki bertanya,
“Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizhalimi,
namun bagaimana saya menolong padahal ia
zhalim?”” Nabi menjawab, “engkau mencegahnya
atau menahannya dari kezhaliman, itulah cara
menolongnya.”

20.

29

35

Telah menceritakan kepada kami Muhammad,
dia adalah anak dari Salam telah mengabarkan
kepada kami Makhlad bin Yazid al-Harraniy
berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu
Juraid berkata, telah menceritakan kepadaku
Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin az-Zubair
bahwasannya dia menceritakan ada seorang dari
kalangan Anshar bersengketa dengan Zubair di
hadapan Nabi Saw. tentang aliran air di daerah
Al-Harrah  yang mereka gunakan untuk
menyirami pepohonan kurma. Maka Rasulullah
Saw. berkata kepada Zubair, “Wahai Zubair,”
beliau memerintahkannya berbuat ma’ruf
”kirimlah kepada tetanggamu.” Orang Anshar itu
berkata, “Tentu saja kamu bela dia karena dia
putra bibimu.” Maka wajah Rasulullah Saw.
memerah kemudian berkata, “Berilah air
kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke
dasar ladang dan tunaikanah haknya.”

21.

30

36

Telah menceritakan kepada kami Suraij dan
Yunus bin Muhammad, keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami Hammad bin
Salamah dari Qatadah dan Tsabit al-Bunani dari
Anas bin Malik berkata: pernah terjadi pada masa
Rasulullah Saw. harga barang menjadi mahal,
sehingga orang-orang berkata: wahai Rasulullah!
tetapkanlah harga, maka Rasulullah Saw.
bersabda: "Sesungguhnya Allah Sang Maha
pencipta, yang Maha menggenggam dan yang
melapangkan serta hanyalah Dia yang Maha
penentu harga, dan saya berharap bertemu Allah
dalam keadaan tidak ada seorang pun yang




menuntutku atas kezaliman yang saya perbuat
kepadanya baik hak darah maupun harta."

22.

41

70

Telah menceritakan kepada kami Musaddad,
telah menceritakan kepada kami Yahya dari
‘Ubaidillah  berkata: telah  menceritakan
kepadaku Nafi’ dari ‘Abdullah r.a. bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap kalian adalah
pemimpin dan akan diminta pertanggung
jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala
Negara), dia adalah pemimpin manusia secara
umum, maka dia akan diminta pertanggung
jawaban atas mereka...”
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan
negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,serta tertib, yang menjamin
persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum,dan yang menjamin
terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di
bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;

bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut,dengan jalan mengisi
kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk
membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha
Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa,dan
yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi
semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;

bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi
sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban
dan kepastian hukum yang berintikan keadilan,dalam pelaksanaannya ada
kemungkinan timbul benturan kepentingan,perselisihan, atau sengketa antara
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat
merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata
Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan,kebenaran, ketertiban, dan
kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat,
khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan
masyarakat;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan sesuai pula dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar
1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/IMPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
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Republik Indonesia Nomor 1I/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang

Ini:

oo

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia;
Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil
pemilihan umum.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

a.

b.

M)

dalam waktu perang, keadaan bahaya,keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa
yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 53

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
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Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan
tersebut.

Pasal 54

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan
tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada
Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang
bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat.

Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan
diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan
diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 83

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa
pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan
mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa
Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

a. pihak yang membela haknya; atau

b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh
Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak dapat diajukan tersendiri,tetapi harus bersama-sama dengan permohonan
banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan
masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3344);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

Ini:

NN S

IS

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum.

Pasal 6

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka
yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem
peradilan yang terpadu;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA".
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Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila.

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan
negara yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga
kemandirian peradilan.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan
diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing.

Pasal 25

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga
perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan
menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380);
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4.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha
negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada
pengadilan tinggi tata usaha negara.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk
dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung yang diatur dalam undang-undang.

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
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8.

10.

11.

12.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata
usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan
dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu
pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi
dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun
pejabat pemerintahan;

c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat
pemerintahan, undangundang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan
hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat
pemerintahan untuk memenuhi  kebutuhan hukum masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi
Pemerintahan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 21

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada
unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
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(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam
Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan banding diajukan.

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan mengikat.

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk
melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama
5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual,

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

bersifat final dalam arti lebih luas;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
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